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Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih 
dalam Pemilihan Legislatif 2019 dan sekaligus juga menerangkan anggapan kerugian 
konstitutional yang Pemohon perjuangkan dalam permohonan a quo bersumber dan identik 
dengan hak konstitusional seluruh pemilih di Indonesia. 

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh 
Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 9 ayat 
(1) huruf e dan huruf m UU 9/2010 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan Pemohon. 

Bahwa terkait dengan Kedudukan Hukum, Pemohon telah melakukan perbaikan 
permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 
September 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada 
tanggal 24 September 2020. Dalam sidang perbaikan permohonan, Pemohon prinsipal atau 
kuasa hukum Pemohon yang menandatangani permohonan tidak hadir tetapi menghadirkan 
kuasa hukum tambahan atas nama Dwi Ratri Mahanani, S.H., yang mana baik dalam 
permohonan awal maupun dalam perbaikan permohonan tidak turut menandatangani 
permohonan dimaksud, sehingga Mahkamah menerima perbaikan permohonan dan 
mensahkan alat bukti Pemohon yang disampaikan dalam permohonan awal, namun isi dari 
perbaikan permohonan tidak dapat disampaikan oleh kuasa hukum karena ada keraguan 
atas penunjukan kuasa hukum tambahan untuk menyampaikan perbaikan permohonan 
dalam persidangan. 

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Persidangan Pendahuluan Tambahan 
pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan agenda untuk mengonfirmasi penambahan kuasa 
hukum. Pemohon prinsipal tidak hadir tetapi dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon yang 
menandatangani permohonan awal dan perbaikan permohonan serta dihadiri juga oleh 
kuasa hukum tambahan yang tidak menandatangani permohonan dan Mahkamah 
memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Pemohon untuk menyampaikan pokok-
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pokok perbaikan permohonan [vide Risalah Sidang tanggal 5 Oktober 2020]. 

Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon telah sesuai dengan 
sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 
(1) dan ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 
6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama uraian ihwal 
kedudukan hukum, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai 
Pemohon [vide Pasal 51 ayat (1) UU MK]. Sebab, selain Pemohon mengkualifikasikan 
dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak sebagai pemilih, 
Pemohon juga memosisikan diri seolah-olah mewakili kepentingan seluruh pemilih di 
Indonesia dengan menyatakannya sebagai persoalan konstitusional yang “bersumber dan 
identik dengan hak konstitutional seluruh pemilih di Indonesia”. Oleh karenanya menjadi 
tidak jelas dalam kualifikasi apa sesungguhnya Pemohon memosisikan kedudukan 
hukumnya dalam menjelaskan anggapan perihal kerugian konstitusionalnya. 

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam permohonan 
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, seseorang tidak serta-merta dapat mewakili 
orang atau pihak lain tanpa didasari surat kuasa khusus untuk itu [vide Pasal 43 UU MK], 
kecuali bagi orang tua yang bertindak untuk kepentingan anaknya yang belum memenuhi 
syarat kecakapan bertindak dalam hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
80/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018]. Berbeda 
halnya jika Pemohon secara tegas menjelaskan kualifikasinya hanya sebagai perseorangan 
warga negara Indonesia. Andaipun Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan, 
Pemohon juga tidak dapat menjelaskan perihal anggapan kerugian konstitusionalnya dan 
hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional tersebut 
dengan norma yang dimohonkan pengujiannya yang substansinya berkenaan dengan tata 
tempat bagi Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi di ibukota negara 
Republik Indonesia. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.  

 Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

 


